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./ Aneh, DPA Tidak
Mengacu Perda APBD

BANGKEP - Kesalahan
yang sangat fatal bi-
la ada pimpinan SKPD
di Kabupaten Banggai
Kepulauan (Bangkep)
membuat Dokumen
Pelaksanaan Anggaran
(DPA) tanpa mengacu pa-
da Perda APBD Kabupaten
Bangkep tahun 2014. Hal
itu disebutkan penga-
mat kebijakan publik di
Banggai Kepulauan, Hari
Lesmana kepada Radar
Sulteng, kemarin.

Dia menilai pelanggaran
tersebut, bisa dikategori-
kan pidana korupsi, karena
dengan sengaja melang-
gar aturan keuangan yang
telah ditetapkan menjadi
produk hukum. Hari men-
gatakan, bahwa sebena-
rnya PNS dengan jabatan-
nya sebagai kadis, PPTK,
dan PPK sudah menge-
tahui aturan main dalam
proses APBD.

Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) selalu dia-
tur dengan peraturan pe-
rundang-undangan dalam
pembuatannya. Dimulai
dengan Undang-undang
nomor 17 Tahun 2003 ten-
tang Keuangan Negara, ke-
mudian diperjelas dengan

Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, serta
diarahkan pelaksanaan-
nya dengan Permendagri
Nomor 13 Tahun 2006 ten-

tangPedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah.

Selain itu, setiap ta-
hunnya Pemerintah me-
lalui Menteri Dalam
Negeri mengeluarkan
Permendagri tentang
Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah untuk ta-
hun anggaran berikutnya.
Satuan . Kerja Perangkat

. Daerah (SKPD) dalam me-

nyusun RKA-SKPD har-
us mengacu kepada do-
kumen Kebijakan Umum
Anggaran (KUA) dan juga
Prioritas dan Plafon angga-
ran (PPA).

Setelah RKA-SKPD
dibuat, kemudian diserah-
kan kepada Tim teknis
dari TAPD untuk melaku-
kan verifikasi RKA-SKPD.
Verifikasi yang telah di-
lakukan kemudian akan
disampaikan dalam fo-
rum TAPD sebelum di-
lakukan penyusunan
RAPBD. “RAPBD yang
telah disusun kemudian

akan disampaikan kepa-
da DPRD untuk dilakukan
pembahasan dan juga
penetapan Raperda APBD.
Dalam penetapan men-
jadi Perda, juga dilakukan
penandatangan nota kese-
pakatan antara Bupati dan
DPRD,” tandasnya.

Dalam prosesnya, sebe-
lum penetapan APBD pa-
da tingkatan evaluasi dan
asistensi di tingkat provin-
si, lanjut dia, telah disepe-
kati bersama antara DPRD
dan kepala daerah dalam
hal ini bupati, kemudi-
an kepala SKPD mem-
buat RKA-DPA berdasar-
kan RKA tersebut. Namun
yang terjadi kata Hari, bah-
wa di Bangkep, kepala di-
nas membuat Rancangan
DPA tanpa mengacu pada
Perda Nomor 1 tahun 2014
Kabupaten Bangkep ten-
tang APBD. “Ini sama saja
dengan makar. Tidak men-
ganggap adanya unsur
pimpinan DPRD, Bupati
maupun Gubernur,” ujar
Hari.

Hari mengatakan, bahwa
DPA yang tidak sesuai den-
gan APBD adalah korupsi
dan pihak kejaksaan perlu
segera turun tangan dalam
menyidik kasus tersebut.

Diharapkan juga kepada
BPK agar turut membena-
hi administrasi keuangan
di Pemkab Bangkep, agar
tidak menjadi temuan.
“Baik kejaksaan maupun
BPK harus segera turun
tangan,” ujarnya.
' Sebagaimana diketahui
beberapa Kepala Dinas di
Bangkep membuat DPA
tidak mengacu lagi pada
Perda APBD, dimana di
beberapa instansi ada yang
sengaja mencoret, men-
gurangi dan membuat ke-
giatan baru. Contohnya,
di Dinas Kelautan dan
Perikanan, yang men-
gubah bantuan nelay-
an ke kelompok tertentu.
Kemudian ditemukan di
beberapa kecamatan yang
menghapus kegiatan pen-
gadaan tenda dan mem-
buat kegiatan baru.
Berdasarkan data yang
diperoleh dari. beberapa
sumber, hampir semua ke-
pala SKPD berani meng-
hilangkan kegiatan terten-
tu maupun menambah ke-
giatan baru, justru ada per-
intah dari atasannya. “Hal
ini perlu segera dikoreksi
baik oleh Gubernur mau-
pun dari kejaksaan,” pung-
kasnya.(bar)




